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BAB 

1 RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN 

 

 

A. Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata Banco, yang berarti bangku. Bangku 

atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan 

operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan 

industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada 

masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang 

tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai 

perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran 

kredit pada waktu yang ditentukan. 

Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang 

usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan 

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran 

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain 

maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru 

berupa uang giral. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga 

keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, 

pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta 

dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga 

keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya 

berbentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotifkan profit 

dan social. Jadi, bank tidak hanya mencari keuntungan. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

RUANG LINGKUP 

HUKUM PERBANKAN 



26 | H u k u m  P e r b a n k a n  

 

BAB 

2 DASAR HUKUM PERBANKAN 

 

 

A. Definisi dan Dasar Hukum Perbankan 

Hukum perbankan (banking law) adalah sebagai 

sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga 

keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi 

esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang 

kehidupan lain. Pembangunan di bidang ekonomi sangat 

banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan 

pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan 

semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi 

globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat 

dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat 

yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlibat 

terpaksa harus membuat standardisasi hukum dalam kegiatan 

ekonominya. Maka sudah selayaknya dilakukan pembenahan 

untuk menghadapi pembangunan ekonomi yakni globalisasi 

hukum mengikuti globalisasi ekonomi.  

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang 

terkandung dalam hukum perbankan antara lain:  

a. Serangkaian ketentuan hukum positif, dengan 

dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan 

baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan 

Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan 

pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh 

asas hukum tertentu.  

DASAR HUKUM 

PERBANKAN 
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BAB 

3 KEGIATAN USAHA BANK 

 

 

A. Hakikat dan Tujuan Perbankan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah hakikat diartikan 

sebagai inti sari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya 

(sesungguhnya). Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

maksud dari hakikat fungsi dan tujuan Perbankan adalah inti 

sari dari fungsi dan tujuan perbankan yang tercantum dalam UU 

Perbankan sebagai rujukan formal dan mendasar mengenai 

Perbankan. Jadi hakikat dari fungsi utama perbankan sebagai 

lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat, memiliki peran strategis guna mendukung 

tujuan Perbankan Indonesia dalam Pasal 4 UU Perbankan 

sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, 

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional 

guna kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi 

intermediasi perbankan, ada fungsi-fungsi lainnya sebagai 

penunjang fungsi tersebut, yaitu sebagai lembaga kepercayaan 

(agent of trust), agen pembangunan (agent of development) dan 

lembaga pelayanan (agent of services).  

Bank merupakan lembaga kepercayaan karena aktivitas 

pokoknya sebagai penghimpun dana erat kaitannya dengan 

kepercayaan (trust) masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan 

masyarakat, bank akan mengalami kesulitan melakukan 

penghimpunan atas dana masyarakat tersebut. Bank merupakan 

agen pembangunan berkaitan erat dengan fungsi intermediasi 

bank, karena hasil penghimpunan dana bank sangat diperlukan 

KEGIATAN USAHA 

BANK 
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BAB 

4 RAHASIA BANK 

 

 

A. Konsep Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy) 

Sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia, kerahasiaan bank 

(bank secrecy) sebagai suatu kelaziman telah dipraktikkan 

sebagaimana tercantum dalam Code of Hamurabi. Hal yang 

sama juga berlaku pada zaman Romawi kuno, dimana hal yang 

berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan perbankan 

sudah diatur, termasuk didalamnya kerahasiaan bank. Sejarah 

mencatat pula aturan tentang pelarangan-pelarangan yang 

berkaitan dengan bank tercantum dalam ketentuan Bank 

Ambrosiano di Milano-Italia pada tahun 1593. Bank-bank yang 

melanggar ketentuan rahasia bank, izin usahanya dapat dicabut. 

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali 

dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 

Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank 

selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan 

mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam 

nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini 

sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari 

tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 demham 

lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 2 

RAHASIA BANK 
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BAB 

5 PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK  

 

 

A. Perlindungan terhadap Nasabah Bank di Indonesia 

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah 

kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari 

sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan 

yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha 

swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-

lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang 

dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa 

yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan yang 

merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang 

semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan 

diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa 

bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada 

kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan 

masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran 

masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan 

menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain.  

Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama 

bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa 

adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak 

akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Mengenai fungsi 

bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan. Pasal 

PERLINDUNGAN 

HUKUM 

NASABAH BANK 
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BAB 

6 KREDIT DAN JAMINAN DALAM PEM BERIAN KREDIT 

 

 

A. Pengertian dan Landasan Hukum 

Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada 

masyarakat yaitu dalam bentuk Kredit masih merupakan 

pilihan utama bank Hal ini terlihat dari data perbulan Agustus 

1995. Dari total asset seluruh bank umum sebesar 372.667 milyar, 

jumlah kredit yang diberikan yaitu sekitar 249.294 atau 67 %, 

sedangkan penempatan dana dalam entuk surat berharga 

adalah sebesar 18.426 milyar, atausekitar 5 %.  

Dari data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dana 

bank disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, yang jika 

dikelola dengan hati-hatiakan memberikan hasil yang tidak kecil 

baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.  

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Darminto 

Hartono bahwa semua bank adalah pelaku yang menerima 

deposit yang tepat dan liability and balance dan lembaga yang 

memberikan pinjaman atau loan yang tampak di bagian Asset 

dari balance sheet. Kredit disamping kegiatan pengerahan dana 

dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank 

umum di Indonesia karena dua alasan  

1. Bunga Kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama  

2. Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit 

itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh 

bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank 

merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi 

pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha 

KREDIT DAN 

JAMINAN DALAM 

PEMBERIAN KREDIT 
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BAB 

7 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  

 

 

A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur 

dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 37 B undang-undang No. 10 

tahun 1998, yang isinya sebagai berikut:  

Pasal 1 angka 24: Lembaga Penjamin Simpanan adalah 

merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan 

kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui 

skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.  

Pasal 37 B: (1) Setiap bank wajib menjamin dana 

masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) 

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (3) 

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Kebutuhan 

mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin 

Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut disusun 

Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan.  

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab, 103 pasal. Undang-

undang ini antara lain mengatur tentang: 

1. Pembentukan, status, dan Tempat Kedudukan Lembaga 

Penjamin  

2. Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan  

3. Penjaminan simpanan nasabah bank  

LEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN 
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BAB 

8 KEJAHATAN PERBANKAN 

 

A. Kejahatan Tindak Pidana Ekonomi 

Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bid. 

Perbankan merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Unsur-unsur 

Tindak Pidana Ekonomi menurut Conklin:  

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan 

sanksi pidana  

2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam 

pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang 

industri atau perdagangan.  

3. Tujuannya memperoleh uang, kekayaan, menghindari 

pembayaran uang/menghindari 

kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan 

pribadi. 

Bentuk-bentuk Pelanggaran Ekonomi, antara lain: 

Pelanggaran/ penghindaran pajak  

1. Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud)  

2. Penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan dana 

masyarakat  

3. Pelanggaran terhadap aturan keuangan 

4. Spekulasi dan penipuan transaksi tanah  

5. Delik-delik lingkungan  

6. Menaikkan Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan 

tujuan kejahatan  

7. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan 

kesembronoan si korban, kurang keahlian, kurang 

pengetahuan, keteledoran korban  

KEJAHATAN 

PERBANKAN 
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BAB 

9 KEBIJAKAN MONETER INDON ESIA 

 

 

A. Pengertian Kebijakan Moneter 

Kebijakan Moneter adalah suatu kebijakan yang diambil 

oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan 

mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. 

Kebijakan moneter juga merupakan proses mengatur persediaan 

uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu misalnya 

menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. 

Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga 

SLQMDPDQ�� ´margin requirementµ, kapitalisasi untuk bank atau 

bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui 

persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. 

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan 

yang bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan 

pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan 

neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, 

yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan 

kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran 

internasional yang seimbang.  

Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, 

maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan 

(tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali 

akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian 

ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter adalah upaya 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

KEBIJAKAN MONETER 

INDONESIA 
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BAB 

10 IDENTIFIKASI NASABAH  

 
 

A. Definisi Mengenal Nasabah 

Di Amerika Serikat sejak tahun 1970 memang sudah ada 

peratruran perundangan yang mengharuskan bank secara 

sukarela melaporkan kecurigaan terhadap transaksi yang 

dilakukan nasabahnya. Peraturan tersebut adalah Bank Secrecy 

of 1970 yang isinya justru bertolak belakang dengan tradisi 

kerahasiaan hubungan bank dengan nasabahnya yang 

merupakan tiang utama untuk terbangunnya hubungan 

kepercayaan bank dengan nasabahnya (Gunarto Suhardi, 2004) 

´3DVDO� �� 3%,� 1RPRU� �����3%,������ PHQ\HEXWNDQ� 3ULQVLS�

mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk 

mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk SHODSRUDQ� WUDQVDNVL� \DQJ� PHQFXULJDNDQ�µ�

Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang 

menggunakan jasa perbankan. Hal ini berarti bahwa nasabah 

yang menjadi obyek adalah nasabah debitur maupun nasabah 

kreditur dari bank yang bersangkutan.  

Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga 

perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui seluk 

beluk yang berkaitan dengan nasabah bank. Pihak bank juga 

diberikan kewenangan untuk mengetahui terdapatnya tujuan 

nasabah dalam melakukan suatu relasi hukum dengan pihak 

bank. Bank juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi 

sehingga bank mendapatkan gambaran tentang nasabah. Bank 

juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga 

IDENTIFIKASI 

NASABAH 
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juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga 

kegiatan yang dianggap mencurigakan dapat segera dilaporkan. 

Penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka 

lembaga perbankan diberi kewenangan dalam memberikan 

laporan berkaitan transaksi yang mencurigakan 

Tujuan dari penerapan prinsip ini bagi lembaga bank 

adalah untuk memperkecil risiko bank, risiko tersebut dapat 

berupa risiko baik risiko operasional, risiko hukum, risiko 

terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi terjadinya 

kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan kerugian financial 

bank yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi 

perbankan sendiri. 

 

G. Latihan Soal 

1. Jelaskan pengertian prinsip mengenal nasabah menurut 

Anda! 

2. Jelaskan tujuan dari diterapkannya prinsip mengenal 

nasabah! 

3. Berikat satu contoh implementasi bank terhadap penerapan 

prinsip mengenal nasabah! 

4. Jelaskan hubungan hukum antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana 

5. Jelaskan hubungan hukum antara bank dengan nasabah 

debitur 
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